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Mobilitas dan gaya hidupan masyarakat yang semakin hari bertambah tinggi
membuat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk membangun kawasan
permukiman yang layak menyebabkan banyaknya kawasan kumuh yang tersebar
diberbagai wilayah Indonesia. Salah satu daerah yang tergolong kumuh yaitu
Kabupaten Jombang khususnya Desa Sidokerto. Oleh sebab itu, diperlukan adanya
kebijakan pembangunan lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup
yang layak. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah kebijakan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan masalah
permukiman kumuh di Indonesia hingga mencapai 0%.

Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, menjelaskan bagaimana pengelolaan
persampahan dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Sidokerto
berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 10 Tahun 2021 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah. Kedua, menjelaskan faktor yang menghambat pelaksanaan
program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno,
Kabupaten Jombang. Ketiga, menjelaskan bagaimana tinjauan fiqih Siyasah Syariyyah
terhadap pengelolaan persampahan dalam program KOTAKU di Desa Sidokerto

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah
pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang berfokus pada
pengelolaaan persampahan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 10
Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang tahun 2021-
2041. Sumber data diperoleh dari peristiwa, informan dan dokumentasi terkait. Teknik
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data
menggunakan model analisis data interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1) Pengelolaan persampahan dalam program kota tanpa kumuh (KOTAKU) Desa
Sidokerto terdapat beberapa capaian yang belum efektif, yaitu: kurangnya sosialisasi
kepada masyarakat mengenai program ini sehingga banyak masyarakat yang belum
bisa menerima, seperti pemberian tong sampah disetiap rumah yang kemudiam
menjadi sorotan penolakan dari masyarakat karena terdapat penarikan iuran, serta
kurangnya kordinasi antara internal pelaksana program KOTAKU di Desa Sidokerto.

2) Faktor penghambat program kota tanpa kumuh (KOTAKU) Desa Sidokerto
secara garis besar adalah masalah sumber daya dan komunikasi sehingga program
tersebut masih belum efektif untuk meningkatkan capaian pelaksanaan program
KOTAKU masih belum bisa terwujud sepenuhnya.

3) Tinjauan Fiqih Siyasah Syariyyah terhadap pengelolaan persampaham. Dalam
perspektif figih siyasah syariyyah, pengelolaan persampahan merupakan bagian dari
tanggung jawab ulil amri (pemerintah) untuk mewujudkan maslahah ‘ammah
(kemaslahatan umum) dan mencegah mafsadah (kerusakan) di tengah masyarakat.
Dengan demikian, pengelolaan sampah dalam fiqih siyasah syariyyah tidak sekadar
masalah teknis, tetapi juga ibadah sosial dan amanah publik yang harus dijalankan
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secara adil, teratur, dan berkesinambungan demi kemaslahatan umat dan kelestarian
bumi.
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The increasing mobility and lifestyle of the community, which continue to rise
day by day, have limited the government’s capacity to develop decent residential areas.
This condition has led to the proliferation of slum areas across various regions in
Indonesia. One of the areas classified as slum is Jombang Regency, particularly
Sidokerto Village. Therefore, an environmental development policy is needed to
improve the quality of a proper living environment. The “City Without Slums”
(KOTAKU) program is a policy initiated by the Ministry of Public Works and Housing
to accelerate the handling of slum settlements in Indonesia, with the goal of reducing
them to 0%.

This study aims to: first, explain how waste management is implemented within
the KOTAKU program in Sidokerto Village based on Jombang Regency Regulation
No. 10 of 2021 concerning the Regional Spatial Plan. Second, to explain the factors
that hinder the implementation of the KOTAKU program in Sidokerto Village,
Mojowarno District, Jombang Regency. Third, to present an Islamic political
jurisprudence (Figh Siyasah Syariyyah) review of waste management within the
KOTAKU program in Sidokerto Village.

This research uses a qualitative approach. The focus of the study is the
implementation of the KOTAKU program with emphasis on waste management based
on Jombang Regency Regulation No. 10 of 2021 concerning the Regional Spatial Plan
of Jombang Regency for 2021-2041. Data sources are obtained from events,
informants, and relevant documentation. Data collection techniques include interviews,
observation, and documentation. Data analysis applies an interactive model through the
stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study indicate that:

1) Waste management in the KOTAKU program in Sidokerto Village has several
ineffective aspects, such as the lack of socialization to the community about the
program, resulting in many residents being unable to accept it—such as the provision
of trash bins for each household, which faced public rejection due to the collection of
fees—as well as insufficient coordination among the internal implementing team of the
KOTAKU program in Sidokerto Village.

2) The main obstacles to the KOTAKU program in Sidokerto Village are resource
and communication issues, which have prevented the program from being fully
effective in achieving its goals.

3) From the perspective of Figh Siyasah Syariyyah, waste management is part of
the responsibility of ulil amri (government) to realize maslahah ‘ammah (public
welfare) and prevent mafsadah (harm) within the community. Therefore, waste
management in Figh Siyasah Syariyyah is not merely a technical issue, but also a form
of social worship and public trust that must be carried out fairly, orderly, and
sustainably for the benefit of the people and the preservation of the earth
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